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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to analyze the difference between collection of 

BPHTB before and after No.28/2009  government’s regulation in Bandung city, and 

effectivity of collection  BPHTB for every year. Purposive sampling, effectivity ratio, 

and independent T-test are used in this research. The result show that BPHTB has 

the most effectivity that’s equal to 166.07% in 2012. The independent t-test show that 

the difference of BPHTB collection are not different significantly, but the receipt of 

local income are increase after No.28/2009 government’s regulation. 

 

Keyword: effectivity, BPHTB, reciept of local income 
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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbedaan dari penerimaan BPHTB 

sebelum dan sesudah diberlakukan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 dan 

efektivitas penerimaan BPHTB setiap Tahun di kota bandung. Purposive sampling, 

rasio efektivitas, dan independent t-test digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa BPHTB mencapai efektivitas tertinggi sebesar 

166.07% yaitu pada tahun 2012. Pada independent t-test menunjukan bahwa tidak 

terdapat perbedaan secara signifikan dalam penerimaan BPHTB, tetapi penerimaan 

pendapatan daerah terjadi peningkatan setelah Undang-Undang No.28 Tahun 2009 

dilaksanakan. 

 

Kata-kata kunci: Efektivitas, BPHTB, Penerimaan Daerah 
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